
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2OL3

TENTANG
PERUBAI{AN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA RE,PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

Mengingat : 1.

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu
menata kembali organisasi dan tata kerja Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Agama tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indorre..sia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L57, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a586);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5335);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20OS tentang
Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambatran l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2073 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun zOLg Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a1O);

5. Perafl:ran Pemerintah Nomor 37 Tahtrn 2OOg tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik indonesia Tatrun 20Og Nomor
76, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5007);

b.

2.

3.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan
Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2}ll tentang Perubahan Ketiga.
Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

B, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, T[gas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2A11" tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 24. Tahun 2O1O tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugis,
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan.Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2oto tentang
organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 592)
sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan
Menteri Agama Nomor 80 Tahun zols tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1o rahun 2010
tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ols N6mor
t2o2)i

10. Peraturan. Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2a1B tentang
organisasi dan Tata Kerja universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indone-sia
Tahun 2013 Nomor a93);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.0s/200g
tentang Penetapan universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pend.ayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: e1zasl/M.p;.N-
RB/9 /2O 13, tanggai l1 September 2013;
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MEMUTUSI(AN:

MenetapKAn : PERATUMN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AI,AUDDIN MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 493) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri dari:
a. Syariah dan Hukum;
b. Tarbiyah dan Keguruan
c. Ushuluddin dan Filsafat;
d. Adab dan Humanioral
e. Dakwah dan Komunikasi;
f. Sains dan Teknologi;
g, Ilmu Kesehatan; dan
h. Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, pada
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Fakultas llmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

{
Pasal IL.,



Pasal II
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik
Ind.onesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2O13

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESiA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1359

suai dengan aslinya
Agama RI

dan Kerja Sama Luar Negeri

Gunaryo, M,Soc.,Sc
081O1991031003dSrlun$


